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ABSTRAK 
 
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 dimana 

pengusaha/pemberi kerja tidak boleh mengatur sendiri ketentuan-ketentuan 
perusahaannya dalam hal ini mengatur larangan menikah dengan teman sekantor. 
Namun dalam tuntutan pasar bebas dan globalisasi Pemerintah diharuskan 
menerapkan Prinsip-Prinsip Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 
untuk dapat bersaing di nasional maupun internasional. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang 
bersifat yuridis-analitik, yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian 
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Dengan metode 
yuridis-analitik ini akan dikaji mengenai bagaimana kesesuaian antara putusan 
mahkamah konstitusi tentang larangan menikah dengan teman sekantor dengan 
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam hukum ketenagakerjaan 
secara efektif dan efisien dan peraturan perundang-undang yang mengaturnya 
secara yuridis formil. 

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tidak 
sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dibuktikan 
bahwa putusan tersebut membatalkan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang 
memperbolehkan pengaturan menikah dengan teman sekantor yang berdampak 
pada meningkatnya prakterk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini 
menciderai Prinsip Good Corporate Governance yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012 yaitu 
Transparansi, Akuntabilitas, Kejujuran serta Kelangsungan suatu Perusahaan di 
Indonesia. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Badan Usaha Milik Negara, 

nikah sekantor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bekerja merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk memenuhi 

kehidupannya. Dengan bekerja manusia menenuhi kebutuhan meteriil, harga 

diri, status sosial, dan sebagainya. Bekerja mencari nafkah yang halal bagi 

keluarga juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Melalui bekerja 

manusia mempertahankan eksistensinya sebagai manusia sekaligus 

membangun peradaban yang lebih manusiawi. Setiap pekerja harus 

mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. 

Salah satunya adalah perlindungan dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan segala 

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.  

Secara normatif, Negara telah menjamin hak setiap warga negara 

untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”1. Hal 

ini kemudian dipertegas kembali dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia 

dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang 

berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

                                                           

1 Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 
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layak dalam hubungan kerja”2. Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa 

perlindungan (protection), pemajuan (furtherance), penegakan 

(enforcement), dan pemenuhan (fulfilment) hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara terutama pemerintah3. Selanjutnya dibentuklah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Hukum Ketenagakerjaan 

sebagai amanah dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 

UUD 1945 untuk mengatur lebih teknis pengaturan bidang ketenagakerjaan 

salah satunya pengaturan mengenai hubungan industrial atau hubungan 

kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha 

yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian dimana 

pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak pemberi kerja 

dengan menerima upah dan pemberi kerja menyatakan kesanggupannya 

untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.4  

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum 

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan diatur 

mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan industrial, termasuk 

perlindungan pekerja/buruh, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh 

untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan 

kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak 

                                                           
2 Pasal 28D ayat (2) 

3 Pasal 28I ayat (4). 

4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed. Revisi-Cet 14. 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm 113. 
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dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah. Kesejahteraan dan 

jaminan sosial tenaga kerja. 

Salah satu bentuk perlindungan buruh yang diatur dalam UU 

Ketenagakerjaan adalah perlindungan dari adanya Pemutusan Hubungan 

Kerja yang selanjutnya disebut PHK. Ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan secara eksplisit telah meyebutkan bahwa pengusaha, 

pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala 

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Segala upaya 

dimaksud adalah segala kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang pada 

akhirnya dapat menghindari terjadinya PHK. Pun di dalam UU 

Ketenagakerjaan telah diatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk 

melakukan PHK yang didasarkan atas suatu sebab tertentu, yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang 

berbunyi: 

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut 

keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan 
secara terus-menerus; 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena 
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
d. pekerja/buruh menikah; 
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya; 
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian 
kerja bersama; 

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 
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pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau didalam jam kerja atas 
kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana 
kejahatan; 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan 
kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan 
dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

 
Salah satu larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) 

huruf f UU Ketenagakerjaan adalah larangan alasan pekerja/buruh 

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 

pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Makna ketentuan tersebut ingin memberikan kesempatan bagi para pelaku 

hubungan industrial baik pengusaha dan pekerja/buruh untuk menentukan 

lain aturan terkait perusahaannya. Dalam satu perusahaan, perjanjian kerja 

itu dibuat oleh pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan dibuat oleh 

pihak pengusaha, sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh pengusaha 

dan para pekerja atau buruh. yakni mengatur mengenai hak dan kewajiban 

para pihak serta syarat-syarat kerja. Di dalam syarat-syarat inilah aturan 

membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur.5 

Aturan yang menyatakan bahwa antara pekerja menikah dalam satu 

perusahaan yang sama, maka salah satu wajib keluar bahkan akan dilakukan 

                                                           
5 Risalah sidang mahkamah konstitusi No 13/PUU-XV/2017 acara perbaikan 

permohonan (II) 
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PHK yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. Adanya klausul larangan menikah dengan teman 

sekantor dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas kerja seorang 

karyawan. Di samping itu, klausul larangan menikah dengan teman sekantor 

juga dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan (Conflik of 

Interest) antara suami-isteri yang bekerja dalam satu perusahaan.6 

Aturan larangan menikah dengan teman sekantor tersebut telah 

diterapkan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

mengacu pada prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), prinsip Kesetaraan/Equalitas, dan Tidak 

Diskriminatif sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN 

Nomor SE-03/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di Badan 

Usaha Milik Negara7. Sehingga mengacu pada Surat Edaran Kementerian 

BUMN tersebut, maka perusahaan-perusahaan BUMN termasuk perusahaan 

perbankan milik BUMN, dan diikuti oleh perusahaan perbankan swasta 

lainnya tentu akan menerapkan ketentuan yang sama ke dalam Peraturan 

Perusahaannya yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Salah satu pertimbangan utama diaturnya larangan menikah dengan 

teman sekantor adalah berdasarkan faktor jenis usaha. Beberapa perusahaan 

dengan jenis bisnis dan transaksi dengan resiko tinggi dan sangat 

                                                           
6 Ibid. 

7 Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-03/MBU/2014 tentang Pencegahan 
Praktek Nepotisme di Badan Usaha Milik Negara 
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mengedepankan kualitas pelayanan dan profesionalitas perlu mengatur hal 

yang demikian. Hal ini juga berdasarkan bahwa setiap perusahaan 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan 

multinasional, bisnis terintegrasi se-indonesia, terlokalisir di suatu daerah, 

kerahasiaan/kepercayaan tinggi, teknologi tinggi, dll. Sedangkan UU 

Ketenagakerjaan tidak mengatur kekhususan hubungan industrial masing-

masing karakteristik perusahaan. Oleh karenanya UU Ketenagakerjaan 

memberikan kesempatan kepada pengusaha dan tenaga kerja mengatur tata 

kerja melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian 

Kerja Bersama.8 

Disisi lain Pemberlakuan perdagangan bebas merupakan tantangan 

ekonomi yang sangat berat bagi negara Indonesia yang sedang mengalami 

krisis ekonomi. Indonesia, salah satu Negara yang terkena krisis ekonomi 

terburuk yang hingga kini belum pulih. Jika kita cermati, sesungguhnya 

banyak factor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, 

antara lain buruknya kinerja perusahaan, budaya kerja yang tidak kondusif, 

dan rendahnya daya saing perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu 

Indonesia dituntut untuk memiliki paradigma dan pola baru dalam 

pengelolaan bisnis yaitu kegiatan bisnis yang berbasis Prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang baik yang dikenal dengan Istilah Good Corporate 

Governance (GCG). 

                                                           
8 Risalah sidang mahkamah konstitusi No 13/PUU-XV/2017 acara perbaikan 

permohonan (II) 



7 

 

 

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance), telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN 

Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang 

perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan 

perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka 

untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance),  perlu melakukan penyesuaian terhadap 

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 

2002. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara No: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha 

Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 /MBU/2012. Sebagai tindak lanjut 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER — 01 

/MBU/2011 tersebut maka dibuatlah Surat Edaran No: SE- 06 /MBU/ 2014 

Tentang Pencegahan Praktek Nepotisme Di Badan Usaha Milik Negara 

yang secara garis besar menyatakan untuk mengatur dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) larangan menikah dengan teman sekantor. 

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-

XV-2017 menyatakan frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama, dalam Pasal 153 ayat 
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(1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut pengusaha tidak dapat melakukan PHK bagi 

pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan walaupun telah 

diatur oleh perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama.9 Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi pertalian darah atau 

hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan maupun 

dielakkan. Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai 

syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal 

ini hak atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga. Pun menurut 

Mahkamah Konstitusi terkait kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif 

di lingkungan perusahaan dan adanya potensi timbulnya konflik 

kepentingan (Conflic of interest) dalam mengambil suatu keputusan dalam 

internal perusahaan, hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan 

peraturan perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya 

integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang 

baik, profesional, dan berkeadilan.10 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dimana setiap Putusan 

Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan berlaku untuk 

                                                           
9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017  

10 Ibid. 
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semuanya membuat hilangnya legitimasi dari pengusaha untuk mengatur 

sendiri ketentuan-ketentuan perusahaannya dalam hal ini mengatur larangan 

menikah dengan teman sekantor. Padahal beberapa perusahaan yang 

memiliki resiko yang tinggi perlu mengatur hal-hal yang dapat 

menimbulkan ketidakprofesionalan kerja dalam hal ini larangan menikah 

dengan teman sekantor. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk 

membahas masalah mengenai ANALISIS HUKUM 

KETENAGAKERJAAN TENTANG MENIKAH DENGAN TEMAN 

SEKANTOR (Relevansi Prinsip Good Corporate Governance Bagi Badan 

Usaha Milik Negara). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-

XV/2017 sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam 

hukum Ketenagakerjaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kesesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 13/PUU-XV/2017 dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

dalam hukum Ketenagakerjaan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil 

dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis 

(akademis) maupun praktis berupa: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dihararapkan akan menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata 

dalam pengkajian terhadap dampak pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi terkait menikah dengan teman sekantor bagi perusahaan 

dalam hal ini Perusahaan BUMN. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka 

pengetahuan masyarakat tentang kategori perusahaan yang dapat 

mengatur mengenai menikah dengan teman sekantor dikaitkan dengan 

Prinsip Good Corporate Governance bagi hukum ketenagakerjaan. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini 

belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, 

akan penyusun kemukakan beberapa karya penilitian yang memiliki 

kemiripan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan. 
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Karya pertama yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun 

oleh Febriadi Ardiwinata dengan judul “Analisis yuridis terhadap larangan 

suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama dikaitkan dengan undang-

undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. 11 Karya ini 

diterbitkan oleh Universitas Kristen Maranatha. Penelitian tersebut 

membahas bahwa Larangan suami-istri bekerja pada perusahaan yang sama 

tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 153 ayat (1) huruf f 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak 

konsisten terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  

Karya kedua yang perlu untuk ditinjau adalah skripsi yang disusun 

oleh Ariyatna Fauzi “Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar 

Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi 

Kasus di BRI Cabang Ponorogo” karya ini diterbitkan oleh Program Studi 

Ahwal Syahsiyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. 12 Penelitian tersebut membahas kedudukan aturan direksi 

tentang larangan perkawinan antar karyawan BRI No. 

KEP.S.59.DIR.SDM/09/2003 ketika berhadapan dengan Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila aturan tersebut dihadapkan dengan 

                                                           
11 Febriadi Ardiwinata. Analisis yuridis terhadap larangan suami-istri bekerja pada 

perusahaan yang sama dikaitkan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan. Skripsi Universitas Kristen Maranatha.  

12 Ariyatna Fauzi. Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan Antar Karyawan 
BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di BRI Cabang 
Ponorogo. Skripsi Program Studi Ahwal Syahsiyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. 2014 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka aturan direksilah yang harus 

diutamakan. 

Karya Ketiga yang perlu di tinjau adalah Tesis yang disusun oleh 

Mariyatin Iftiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan 

Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya” UIN Sunan 

Ampel Surabaya.13 Alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan 

nikah dengan rekan satu instansi ini adalah menjaga profesionalitas kerja, 

menghindari percekcokan dalam rumah tangga, dan mengenai tunjangan 

yang didapatkan oleh pegawai. Selanjutnya ketika didekati dengan metode 

sadd adh-dhari’ah dan berdasarkan etos kerja maka kebijakan larangan 

nikah dengan sesama pegawai ini boleh di berlakukan. 

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah Skripsi yang disusun oleh 

Candra Rifqi Triwinasis, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012), karya ini diterbitkan 

oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.14 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengaruh corporate governance yang diproksi oleh 

komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

                                                           
13 Mariyatin Iftiyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Nikah 

dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya, Tesis Program Studi Ahwal Syahsiyah, 
Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. 

14 Candra Rifqi Triwinasis.“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 
Kinerja Keuangan Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2011-2012”. Skripsi Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. 2013. 
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kinerja keuangan. Hasil penerlitian ini juga menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional dan Proposi Dewan Komisaris Independen 

mempunyai hubungan negatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu 

kepemilikan institusional, dan Proposi Dewan Komisaris Independen tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA), Komite Audit 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA) secara stimultan. 

Berdasarkan keempat penelitian diatas, bahwa berbagai penelitian 

tersebut belum ada yang berfokus pada Prinsip Good Corporate 

Governance  bagi hukum ketenagakerjaan dan dengan ini menunjukkan 

bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

F. Kerangka Teoretik 

1. Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang 

sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan 

dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan15. Tujuan dan 

manfaat penerapan Prinsip Good Corporate Governance yaitu: 

a. Melindungi hak dan kepentingan pemengang saham 

                                                           
15 Lihat pasal 2 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan 

BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/200 kebijakan pemerintah ini 
kemudian diwujudkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, . 
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b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders 

non-pemegang saham, 

c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus 

atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan 

e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan 

manajemen senior perusahaan. 

Tata kelola perusahaan dilaksanakan oleh suatu badan yang 

dikenal dengan nama Board of Directors. Board of Directors 

merupakan mekanisme dasar tata kelola perusahaan, baik untuk 

perusahaan publik maupun perusahaan biasa. Tata kelola perusahaan 

yang baik di bidang perbankan berkembang lebih cepat jika 

dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya.16 

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah 

untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang 

adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya 

melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Kelola 

perusahaan yang baik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga 

agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku 

secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu 

dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, 

                                                           
16 Joni Emirzon, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru 

dalam Praktik Bisnis Indonesia (Yogyakarta: Genta Press, 2007) Hlm.  10. 
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sehingga memperoleh keyakinan bahwa dana yang ditempatkan 

berupa pembelian saham di perusahaan publik adalah suatu keputusan 

yang benar.17 

Pada prinsipnya, penerapan prinsip Good Corporate 

Governance merupakan langkah awal yang penting dalam 

membangun kepercayaan pasar dan mendorong atus investasi 

internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Penerapan 

prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan 

disetiap negara di dunia ini, bahkan penerapan GCG merupakan dasar 

pertimbangan bagi pendonor, apakah akann memberikan bantuan dana 

atau dasar pertimbangan untuk mengadakan kerjasama bisnis.18 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (Library 

Research). Studi Pustaka (Library Research) dilakukan untuk mencari 

berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Konsep dalam penelitian ini adalah relevansi 

pengaturan menikah dengan teman sekantor pasca putusan mahkamah 

konstitusi No. 13/PUU-XV/2017, selanjutnya teori dan asas yang 

                                                           
17 Ibid. 

18 Ibid., hlm.  62. 
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ditekankan pada penelitian ini yaitu perjanjian perusahaan yang dibuat 

oleh perusahaan dan para pekerja yang harus yang harus 

mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di 

samping itu menunjukkan relevansi Good Corporate Governance 

(GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis-analitik, 

yang memfokuskan tentang bagaimana pihak perusahaan menyikapi 

putusan mahkamah konstitusi tentang larangan menikah dengan teman 

sekantor dalam hukum ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dan 

peraturan perundang-undang yang mengaturnya secara yuridis formil. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder: 

a. Data Primer (Primary Data)  

Data primer berupa peraturan perundangan-undangan 

yang mengatur tentang Hukum Ketenagakerjaan dalam hierarki 

hukum yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
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dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017. 

b. Data Sekunder (Secindary Data) 

Data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari 

buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat 

kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, 

dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Data Tersier  

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan 

terhadap data primer dan sekunder yaitu data yang memberi 

petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan 

penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia 

dan artikel-artikel dari internet. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM 

KETENAGAKERJAAN TENTANG MENIKAH DENGAN TEMAN 

SEKANTOR (Relevansi Prinsip Good Corporate Governance Bagi Badan 

Usaha Milik Negara) maka, sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun 

adalah sebagai berikut: 
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang hukum 

ketenagakerjaan, dan Prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Bab ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi serta Dampak dari 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017. 

Bab keempat, berisi analisis hukum ketenagakerjaan tentang 

menikah dengan teman sekantor (Relevansi Prinsip Good Corporate 

Governance Bagi Badan Usaha Milik Negara). 

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan 

saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka 

dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tidak 

sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal ini 

dibuktikan bahwa putusan tersebut membatalkan Pasal 153 ayat (1) huruf f 

yang memperbolehkan pengaturan menikah dengan teman sekantor yang 

berdampak pada meningkatnya prakterk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN). Hal ini menciderai Prinsip Good Corporate Governance yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 09 

/MBU/2012 yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Kejujuran serta 

Kelangsungan suatu Perusahaan di Indonesia. 

B. Saran 

Untuk tetap terjaganya perekonomian yang sehat dan terhindar dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) agar tetap dapat memberlakukan 

larangan menikah dengan teman sekantor untuk perusahaan yang memiliki 

kateristik khusus. Hal ini agar dapat menjamin terciptanya prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) dan untuk menjamin keberlangsungan 

perusahaan dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara. Karena Badan Usaha 

Milik Negara merupakan tonggak utama perekonomian negara Indonesia. 
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